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Kupang, 5 Januari 2023

Biasa

I;nbauan

Kepada
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

di

Tempat

Dasar

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan
Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan

Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Daerah.

. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal

pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Daerah Tahun 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi agar melakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen
dukungan minimal pemilih yang statusnya diterima sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang beriaku:

2. Membuka aksesibilitas seluruh data dan dokumen syarat dukungan minimal pemilih
kepada Bawaslu guna efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan;

3. Menyampaikan seluruh data dan dokumen dukungan minimal pemilih yang status

penyerahan dukungannya diterima dan hasil verifikasi administrasi kepada KPU
Kabupaten/Kota;

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

4. Melakukan pembinaan, pengawasan, supervisi, dan monitoring terhadap pelaksanaan
tugas KPU Kabupaten/Kota dalam proses verifikasi administrasi data dan dokumen
dukungan minimal pemilih;

5. Memastikan ketepatan waktu dan kepatuhan prosedur dalam proses verifikasi dukungan
minimal pemilih sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022
Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah;

6. Menghimbau KPU Kabupaten/Kota untuk:

a. Mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta arahan
teknis mengenai proses verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih;

b. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan proses verifikasi
administrasi dukungan minimal pemilih;

¢c. Memberikan akses seluruh data dan dokumen dukungan minimal pemilih kepada
Bawaslu Kabupaten/Kota;

d. Memastikan petugas verifikator bekerja secara profesional.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

. GAWAS PEMILIHAN UMUM

Tembusan:
1, Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. PIt. Sekretaris Jenderal Bawaslu R di Jakarta
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